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ABSTRACT 

Based on the collaboration between the Ministry of ATR/BPN and the Ministry 

of Religion of the Republic of Indonesia regarding the certification of waqf land 

in 2022, the research aims to analyze the actualization, problems, solutions and 

contributions of religious institutions in the certification of waqf land in Jember 

Regency in 2023. The research method used used is a qualitative research 

method with a descriptive approach with data collection techniques through 

interviews and document study. The informants from the interviews were the 

waqf land certification implementers at the Jember Regency Land Office and the 

Jember Regency Ministry of Religion Office. The research results show that the 

achievements of waqf land certifiers in the cross-sector land acceleration and 

registration program were not achieved due to several problems. One of the main 

factors is the low level of public awareness of the importance of waqf land 

certification. However, efforts have been made and will be made to overcome 

this problem. Contributions from the Jember Regency Ministry of Religion Office 

also play a role in supporting overcoming this problem. The hope is that the waqf 

land certification program can achieve the allocation targets set for the coming 

years. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah mempunyai fungsi krusial sebagai tempat tinggal manusia, 

selain memiliki peran sumber kehidupan bagi masyarakat untuk mencari 

nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan, tanah juga dijadikan tempat 

terakhir bagi seseorang meninggal dunia (Sudiro dan Putra, 2021). Tanah 

sesuai UUD Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan 

bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi dikuasai negara untuk 

kemakmuran rakyat. Hal itu memiliki tujuan untuk memperjelas mengenai 

penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah dan untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan hak atas yang bukan miliknya (Nafan, 2022). Dalam konteks 

ini, untuk memperjelas dan menjamin kepemilikan hak atas tanah perlu 

dilakukannya proses pendaftaran tanah dengan hasil dokumen kepemilikannya 

berupa sertipikat hak atas tanah. Negara dapat memberikan hak-hak atas tanah 

(Pasal 4 dan Pasal 16 UUPA) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, dan hak pakai kepada subjek hukum, baik publik maupun privat 

(Mujiburohman, 2016). Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah terdapat beberapa klasifikasi tanah yang dapat 

didaftarkan atau bisa dikatakan obyek pendaftaran tanah yaitu salah satunya 

adalah tanah wakaf yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Wakaf merupakan ibadah dalam agama islam yang selain memiliki 

aspek spiritual juga memiliki aspek dalam hal sosial-ekonomi. Secara 

singkatnya wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak atas tanah selama-lamanya 

atau dalam waktu yang ditentukan kepada seorang nazhir atau kepada suatu 

badan pengelola dengan ketetapan bahwa manfaatnya dipergunakan (Niswah, 

2018). Wakaf juga adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

atau jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat sesuai yang disebutkan 

dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya 

disebut UU Wakaf). Ketentuan dan dasar hukum tentang wakaf itu sendiri 
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diatur dalam UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 dan yang terbaru adalah Peraturan 

Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 42 tahun 2006 

(selanjutnya disebut PP Wakaf). Terbitnya peraturan perundang-undangan 

tentang wakaf tersebut secara perlahan dapat menjawab beberapa persoalan 

terkait wakaf. Namun demikian, harus diakui dalam implementasinya 

pensertipikatan tanah wakaf masih dinilai belum maksimal karena masih 

banyaknya tanah wakaf yang belum bersertipikat. 

Sama halnya dengan pendaftaran tanah biasanya, pendaftaran tanah 

wakaf juga menjadi penting karena bersangkutan dengan bukti kepemilikkan 

atas tanah wakaf tersebut. Pendaftaran atas tanah merupakan cara untuk 

mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang didaftarkan (Lubis dan Umar, 

2023). Tanpa adanya pendaftaran tanah, pengguna tanah hanya mengandalkan 

bukti-bukti yang sulit dibuktikan secara hukum seperti akta  jual  beli. Hal  ini  

dapat menimbulkan masalah dan sengketa terkait kepemilikan dan penggunaan 

tanah yang sulit untuk  diselesaikan (Lubis dan Umar, 2023). Dalam 

kenyataannya, banyak penyerahan wakaf yang tidak dicatat sehingga 

menghapus status dan kepastian hukum dari tanah tersebut yang menyebabkan 

banyak tanah wakaf akhirnya menjadi masalah atau sengketa (Hayati, 2018). 

Menurut data SIPP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, permasalahan 

hukum atau sengketa tanah wakaf di Indonesia menunjukan adanya 

peningkatan yaitu di tahun 2020 terdapat 25 perkara sengketa tanah wakaf. 

Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 41 perkara sengketa tanah 

wakaf. Selanjutnya tercatat pada Oktober 2022 perkara sengketa tanah wakaf 

ada 53 perkara dan 28 perkara sudah selesai baik melalui dicabut tuntutannya 

atau diputus (Badilag, 2022) 

Tanah wakaf tercatat berada di lebih 430.000 lokasi dengan luas sekitar 

56.000 hektar. Dari jumlah tersebut baru 58 persen yang sudah memiliki 

sertipikat yang artinya masih ada 42 persen tanah wakaf belum bersertipikat. 

Sementara itu jumlah tanah wakaf terus meningkat sekitar tujuh persen (7%) 

atau lebih dari 3.000 hektar setiap tahunnya (Kompas, 2022). Sehingga 

ketidakjelasan kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut, telah menimbulkan 
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banyak risiko dan memungkinkan terjadinya pelanggaran dari esensi hukum 

dan maksud perwakafan, seperti adanya tanah wakaf yang keadaannya tidak 

diketahui lagi, adanya tanah wakaf yang seakan-akan telah menjadi milik 

pewaris wakif atau nadzirnya, adanya konflik kepemilikan dan tuntutan-

tuntutan terhadap tanah-tanah wakaf dan berbagai permasalahan tanah wakaf 

lainnya.  

Kementerian Agama dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional mulai tahun 2021 menjalin kerja sama dengan melakukan 

penandatanganan nota kesepahaman sertipikasi tanah wakaf. Sampai saat ini 

pun program pensertipikatan tanah wakaf masih menjadi program strategis 

Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agama, 2021). Terbukti di tahun 2022 

jumlah tanah wakaf yang sudah disertipikatkan melalui program PTSL tahun 

2022 yaitu sebanyak 27.025 bidang dan di akhir tahun 2023 diharapkan 

hasilnya sama dengan tahun 2022 (Badan Wakaf Indonesia, 2023). 

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, penyertipikatan tanah wakaf di 

Jawa Timur pada tahun 2023 totalnya mencapai 10.196 bidang dan itu 

menjadikan Jawa Timur adalah provinsi dengan capaian sertipikasi tanah 

wakaf tertinggi di Indonesia. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur 

yaitu Kabupaten Jember pada tahun 2023 menjadi salah satu target nasional 

yang ditetapkan oleh menteri sejak tahun 2023 sebagai daerah yang 

mendapat program pengurusan sertipikat tanah wakaf gratis (RadarJember, 

2023). Tercatat sebanyak 1.000 bidang tanah yang bakal dialokasikan pada 

tahun 2023 untuk sertipikasi tanah wakaf gratis. Hal ini menjadikan 

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah dengan kontribusi 

pensertipikatan tanah wakaf yang cukup tinggi di Jawa Timur yaitu sekitar 9 

sampai 10 persen dari total capaian sertipikasi tanah wakaf di Jawa Timur. 

Untuk mencapai terjaminnya kepastian hukum dan salah satu bentuk 

pencegahan atas adanya potensi sengketa tanah wakaf di Kabupaten Jember, 

maka diiperlukannya pensertipikatan tanah wakaf ini. Pensertipikatan tanah 

wakaf di Kabupaten Jember juga merupakan salah satu yang tergolong tinggi 

di Provinsi Jawa Timur sehingga hal ini akan mewujudkan tanah wakaf di 

Kabupaten Jember dapat tersertipikasi dengan baik dan sebagai wujud dari 
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kepastian hukum agar dalam pengelolaannya, tanah wakaf dapat terhindar dari 

adanya sengketa. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dibuat 

dengan tujuan untuk mengetahui aktualisasi, status, problematika, solusi, dan 

kontribusi dari instansi keagamaan dalam pensertipikatan tanah wakaf di 

Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti berjudul “Implementasi Pensertipikatan Tanah Wakaf 

sebagai Wujud Memperoleh Kepastian Hukum (Studi di Kabupaten Jember)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, 

maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktualisasi pensertipikatan dan status tanah wakaf di 

Kabupaten Jember tahun 2023? 

2. Apa problematika dan solusi problematika pensertipikatan tanah 

wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023? 

3. Bagaimana kontribusi instansi keagamaan dalam pensertipikatan 

tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut : 

1. Menganalisis aktualisasi pensertipikatan dan status tanah wakaf 

yang ada di Kabupaten Jember tahun 2023. 

2. Menganalisis problematika dan solusi problematika 

pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023. 

3. Menganalisis kontribusi instansi keagamaan dalam pensertipikatan 

tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023. 

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan 

2 (dua) manfaat berupa manfaat akademis, manfaat praktis, dan manfaat 

umum. 

1. Manfaat akademis merupakan manfaat yang dapat diperoleh 

penulis maupun pembaca melalui penelitian ini yang diharapkan 

dapat menambah ilmu dan wawasan terkhusus pada tanah wakaf. 
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2. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan rujukan atau referensi dalam pelaksanaan pensertipikatan 

tanah wakaf dan solusi menanggulangi adanya permasalahan yang 

berpotensi muncul dalam tiap prosesnya. 
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BAB VIII  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti pada skripsi 

yang berjudul “ Implementasi Pensertipikatan Tanah Wakaf Sebagai Wujud 

Memperoleh Kepastian Hukum “ , maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1. Aktualisasi pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023 jika 

dilihat dari jalur pendaftarannya ada tiga (3) yaitu melalui Percepatan 

Pensertipikatan Tanah Wakaf Kabupaten Jember Tahun 2023 (Program 

Percepatan), PTSL Kabupaten Jember tahun 2023, dan Pendaftaran Tanah 

Lintas Sektor (Lintor) Kabupaten Jember tahun 2023. Jalur pendaftaran tanah 

wakaf yang memiliki target yaitu melalui program percepatan dan 

pendaftaran tanah wakaf lintor. Untuk program percepatan di akhir tahun 

2023 tidak mencapai target alokasi yang awalnya 1.000 bidang dengan hanya 

mencapai total permohonan 752 bidang. Untuk pendaftaran tanah wakaf 

lintor memiliki target alokasi awal yaitu 100 bidang, namun tidak mencapai 

target juga dengan hanya mencapai 87 bidang. Terdapat peningkatan jumlah 

permohonan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Jember dari tahun 

sebelumnya terutama pada tahun 2023 yang memiliki kenaikan yang 

signifikan yaitu sebesar 166% dari tahun 2022. Peruntukan tanah wakaf di 

Kabupaten Jember masih didominasi oleh peruntukan tempat ibadah, sarana 

pendidikan, dan yang ketiga ada peruntukan makam.  

2. Problematika yang ada selama proses pensertipikatan tanah wakaf di 

Kabupaten Jember tahun 2023 yaitu : 

a. Terdapat pejabat yang berperan penting dalam program percepatan 

pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023 yang 

dipindahtugaskan ke kantor pertanahan lain. 

b. Adanya kesalahan data pada berkas pendaftaran. 

c. Adanya pendaftaran yang dilakukan di akhir tahun 2023 sehingga tidak 

dapat diselesaikan di tahun 2023. 

d. Terdapat pihak desa yang kurang kooperatif. 
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e. Pada proses penyerahan sertipikat harus menunggu Bupati Jember 

sehingga jadwal perlu disesuaikan. 

3. Faktor yang mempengaruhi pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten 

Jember sehingga menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target 

program yang ada selain dari problematika yang ada adalah kesadaran hukum 

masyarakat akan pentingnya sertipikasi tanah yang belum merata. 

4. Solusi dari problematika pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember 

tahun 2023 yaitu : 

a. Tenaga pelaksana perlu lebih teliti dan melakukan recheck data yang 

didapatkan dari pemohonatau desa. 

b. Seharusnya pihak kantor perlu menetapkan waktu terakhir permohonan 

pendaftaran tanah wakaf tidak lebih dari tiga (3) bulan terakhir tahun 

pelaksanaan yaitu pada bulan September sehingga permohonan masih 

dapat diproses dan diselesaikan di tahun tersebut. 

c. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya 

pensertipikatan tanah wakaf. Selain itu perlunya rapat koordinasi dengan 

pihak desa untuk memantau progres permohonan yang masuk. 

d. Perlu dilakukan koordinasi dengan bupati agar pembagian sertipikat 

dapat terlaksana dengan segera. 

5. Kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam 

mensukseskan Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf Kabupaten Jember 

Tahun 2023 yaitu : 

a. Memberikan sosialisasi langsung ke desa-desa untuk menyebarluaskan 

informasi mengenai Program Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf 

Kabupaten Jember Tahun 2023. 

b. Melakukan rapat koordinasi dengan pihak desa untuk memantau atau 

mengamati perkembangan jumlah permohonan pendaftaran tanah wakaf 

di setiap desa. 

c. Melakukan rapat koordinasi internal dengan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jember untuk membahas jika terdapat kendala di lapangan 

atau adanya pertanyaan dari Masyarakat tentang program tersebut. 
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d. Membuat grup Whatsapp dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jember dan pihak desa untuk mempermudah koordinasi serta aktif 

memberikan informasi progres program percepatan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan beberapa 

saran antara lain : 

1. Perlu adanya sosialisasi rutin kepada masyarakat mengingat program ini akan 

dilanjutkan di tahun selanjutnya agar masyarakat semakin antusias dengan 

program pensertipikatan tanah wakaf.  

2. Pelaksana program percepatan yaitu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jember dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember perlu 

memberikan batas waktu untuk permohonan pendaftaran tanah wakaf agar 

dapat diselesaikan di tahun anggaran. 

3. Perlu adanya pendampingan kepada masyarakat baik itu wakif ataupun 

nadzir untuk mengatasi adanya masalah kesalahan data. 

4. Mengoptimalkan peran lembaga keagamaan yang terkait termasuk Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dan Organisasi Keagamaan Indonesia (Nahdatul 

Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya) dalam hal penyebaran informasi 

mengenai program pensertipikatan tanah wakaf. 
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